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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis ketersediaan fasilitas 
pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo yang dilihat dari segi pemenuhan 
kebutuhan masyarakatnya, (2) Mengetahui pola sebaran fasilitas pendidikan 
SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo, (3) Menganalisis faktor yang mempengaruhi 
distribusi fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo. Metode yang 
digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif kuantitatif, analisis tetangga terdekat, dan analisis 
regresi linear berganda. Pengolahan data menggunakan teknologi Sistem 
Informasi Geografi (SIG) dan SPSS. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah (1) Terdapat 1 kecamatan yang belum memiliki fasilitas pendidikan 
SMA/SMK yaitu Kecamatan Pudak. Dari 21 Kecamatan yang sudah memenuhi 
kebutuhan fasilitas pendidikan SMA/SMK adalah Kecamatan Ponorogo, 
Babadan, Jenangan, Mlarak, Jetis, Kauman, Ngrayun, Slahung, dan Balong, (2) 
pola sebaran fasilitas pendidikan SMA/SMK di setiap daerah didominasi dengan 
pola random dan seragam. Sedangkan jangkauan fasilitas pelayanan pendidikan 
SMA/SMK menunjukkan bahwa kecamatan yang telah menjangkau seluruh desa 
adalah Kecamatan Babadan, Jenangan, Jetis, Kauman, Ponorogo, Sambit, dan 
Siman (3) berdasarkan analisis regresi linear berganda besar pengaruh dari 7 
variabel bebas terhadap distribusi fasilitas pendidikan SMA/SMK sebesar 76,4%. 
Sedangkan variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi 
SMA/SMK adalah kebutuhan sekolah dan kenyamanan lingkungan sekolah 
dengan nilai Sig 0,01 dan 0,02 dan sumbangan efektif sebesar 50% dan 16,43%.  
Kata kunci: Ketersediaan dan Kebutuhan fasilitas pendidikan, pola sebaran, 
analisis regresi linear berganda. 
Abstract 
The purpose of this research are (1) to analyze the availability of high school 
educational facilities in Ponorogo Regency, seen in terms of meeting the needs of 
their communities, (2) Knowing the pattern of distribution of high school 
education facilities in Ponorogo Regency, (3) to analyze every factor that 
influence the distribution of high school educational facilities. The methods used 
in this research is secondary data analysis. Data analysis using quantitative 
descriptive technique, nearest neighbour analysis, and multiple linear regression 
analysis. Data processing using Geographic Information System (GIS) technology 
and SPSS. The results obtained from this research are (1) there is one district that 
2 
 
does not have a high school education facility which is a Pudak district. Of the 21 
district that already meets the needs of educational acilities are Ponorogo, 
Babadan, Jenangan, Mlarak, Jetis, Kauman, Ngrayun, Slahung,and Balong 
district, (2) the distribution pattern of high school in each region is dominated by 
random and dispersed patterns. Whereas the extent of high school education 
service facilities shows that districts that have covered most of the village are 
Babadan, Jenangan, Jetis, Kauman, Ponorogo, Sambit, and Simab with a 
percentage of 100%, (3)based on multiple linear regression analysis, the impact of 
the seven independent variables on the distribution of a high school education 
facilities is 76,4%. While the independent variables significantly affect the 
distribution of high school are school needs and comfort of the school 
environment with a Sig value 0,01 and 0,02 and an effective contribution of 50% 
and 16,43%.  
Key words: availability and need for educational facilities, Spatial pattern, 
multiple linear regression analysis 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pelayanan pendidikan yang baik harus diimbangi dengan ketersediaan 
fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas pelayanan pendidikan adalah segala 
fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan 
pendidikan dan menunjang proses belajar mengajar di suatu wilayah. Fasilitas 
pendidikan yang tidak merata akan menimbulkan permasalahan pendidikan. 
Permasalahan yang sering terjadi yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan 
antara lain sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata disetiap daerah, 
kualitas pendidikan masih rendah, pola sebaran fasilitas dan jangkauan yang 
belum merata, ketersediaan fasilitas pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya.  
Kabupaten Ponorogo memiliki jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 
869.894 jiwa, (BPS, 2018). Indeks Pembangunan Manusia Ponorogo pada tahun 
2018 yaitu 69.91 yang masuk dalam kategori sedang yang hanya naik 0,65 poin 
pada tahun sebelumnya. Salah satu indikator yang mempengaruhi adalah Harapan 
Lama Sekolah (HLS), dimana diketahui pada tahun 2018 sebesar 13,17 tahun atau 
jika dikalkulasikan bisa mencapai jenjang pendidikan diploma, namun pada 
kenyataannya rata-rata lama sekolah setelah dihitung pada masyarakat usia 25 
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tahun ke atas hanya 7,17 tahun atau masih setara pendidikan kelas 2 SMP. Hal ini 
menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Ponorogo belum memenuhi ketentuan 
pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun.  
Permasalahan yang terjadi pada  pendidikan di ponorogo adalah jumlah 
sekolah di setiap kecamatan berbeda-beda. Perbedaan jumlah sekolah disebabkan 
oleh ketersediaan jumlah sekolah yang berbeda serta pola sebaran yang tidak 
merata. Pola yang tidak merata ini, menyebabkan permasalahan terkait dengan 
ketersediaan keterjangkauan apakah telah memberikan pelayanan yang tepat, baik 
dan dapat menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Selain 
ketersedian keterjangkauan, jumlah sekolah yang ada di Ponorogo harus mampu 
memenuhi kebutuhan masyarakatnya sesuai standar pemerintah yang digunakan. 
Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai, aksesibilitas baik, 
jauh dari keramaian serta memiliki kualitas sekolah yang baik tentu akan menjadi 
tujuan para peserta didik dalam memilih sekolah. Melihat kondisi tersebut, 
menyebabkan tidak meratanya jumlah siswa yang ada, sehingga perlu adanya 
upaya pemerataan kualitas dan fasilitas pendidikan di SMA/SMK di Ponorogo. 
1.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah adalah (1) Menganalisis ketersediaan 
fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo yang dilihat dari segi 
pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, (2) Mengetahui pola sebaran fasilitas 
pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo, (3) Menganalisis faktor yang 
mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo. 
2. METODE PENELITIAN 
Daerah penelitian pada penelitian ini adalah Kabupaten Ponorogo dengan 
unit pemetaan adalah kecamatan dan obyek penelitian adalah SMA/SMK di 
Kabupaten Ponorogo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
menekankan pada hasil dengan pengolahan dalam beberapa rumus statistik 
dengan tujuan untuk mendapatkan ketelitian yang baik. Metode pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan analisis data sekunder. Analisis data yang 
dilakukan pada data yang telah diperoleh antara lain analisis deskriptif kuantitatif, 
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analisis Nearest Neighbour, dan analisis regresi linear berganda. Pengolahan data 
dilakukan dengan menggunakan ArcGIS dan SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciens).  
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Ketersediaan fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo 
Kabupaten Ponorogo memiliki 21 kecamatan, dari 21 kecamatan terdapat 20 
kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan SMA/SMK dengan jumlah yang 
berbeda-beda, dan 1 kecamatan belum memiliki fasilitas pendidikan. Standar 
Minimum Pelayanan yang diacu adalah Peraturan Menteri Pendidikan No.24 
Tahun 2007.   












Siman 43.240 3856 5 7 2 TM 
Ponorogo 77.545 7831 29 13 16 M 
Babadan 66.423 5256 15 11 3 M 
Jenangan 53.391 3770 5 9 1 M 
Bungkal 34.634 2142 5 6 1 TM 
Sambit 35.632 3410 4 6 2 TM 
Sawoo 53.770 2399 4 9 5 TM 
Mlarak 37.004 5622 8 6 2 M 
Jetis 28.943 2505 8 5 3 M 
Sooko 21.995 1315 1 4 3 TM 
Pudak 9.550 710 - 2 2 TM 
Pulung 46.826 3011 3 8 5 TM 
Ngebel 19.549 1174 1 3 2 TM 
Kauman 38.869 2765 7 6 1 M 
Jambon 39.118 2863 5 7 2 TM 
Badegan 29.413 2241 2 5 3 TM 
Sampung 35.430 2398 4 6 2 TM 
Sukorejo 51.073 3544 3 9 6 TM 
Ngrayun 56.600 3877 9 9  0 M 
Slahung 49.350 3832 9 8 1 M 
Balong 41.539 3084 7 7 0 M 
JUMLAH 869.894 67.605 139 145  35  - 
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*TM : Tidak Memenuhi, M: Memenuhi, A = Jumlah SMA/SMK dilapangan, B = 
Kebutuhan sesuai standar PERMENDIKNAS No.24 Tahun 2007. 
Sumber : Pengolahan Data, 2020 
Tabel menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan di 
setiap daerah berbeda-beda. Kecamatan Ponorogo memiliki ketersediaan fasilitas 
pendidikan terbanyak yaitu 29 unit SMA/SMK. Sedangkan Kecamatan Pudak 
belum memiliki fasilitas SMA/SMK. Tingkat kebutuhan fasilitas pendidikan 
SMA/SMK menunjukkan bahwa terdapat 9 kecamatan dari 21 kecamatan yang 
mampu memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan masyarakatnya. Kecamatan 
tersebut adalah Ponorogo, Babadan, Jenangan, Mlarak, Jetis, Kauman, Ngrayun, 
Slahung, dan Balong.  
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan No 24 Tahun 2007, apabila terdapat 
daerah yang belum memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, maka bisa 
dilakukan penambahan rombongan belajar, jika belum memenuhi syarat 
maksimum dari rombel. Namun, apabila penambahan rombel tidak 
memungkinkan maka perlu dilakukan penambahan fasilitas pendidikan 
SMA/SMK baru, terutama untuk kecamatan yang belum memiliki fasilitas 
pendidikan SMA/SMK yaitu Kecamatan Pudak. Secara keseluruhan Kabupaten 
Ponorogo memerlukan 35 sekolah lagi untuk memenuhi kebutuhan di setiap 
kecamatan. 
  
Gambar 1 Peta Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 
SMA/SMK di Ponorogo 
Gambar 2 Peta Pemenuhan Kebutuhan 
Fasilitas Pendidikan SMA/SMK 
Sumber : Pengolahan Data, 2020 
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3.2 Pola Sebaran Fasilitas Pendidikan SMA/SMK di Kabupaten 
Ponorogo 
Analisis pola sebaran fasilitas pendidikan dilakukan dengan menggunakan 
nearest neighbour analysis atau analisis tetangga terdekat. Terdapat 139 titik 
koordinat yang digunakan.  








1 SUKOREJO 3 5 Seragam 13,292 99% 
2 BABADAN 15 0,8 Random -1,109 90% 
3 BADEGAN 2 69,6 Seragam 185,861 99% 
4 BALONG 7 2,3 Seragam 6,629 99% 
5 BUNGKAL 5 2,2 Seragam 5,183 99% 
6 JENAGAN 10 1,5 Seragam 2,97 99% 
7 JETIS 8 0,9 Random -0,181 90% 
8 KAUMAN 7 1 Random 0,304 99% 
9 MLARAK 8 1,4 Seragam 2,617 99% 
10 NGEBEL 1 1 Random  -  - 
11 NGRAYUN 9 1,2 Random 1,297 90% 
12 PONOROGO 29 1 Random 0,322 90% 
13 PULUNG 3 5,9 Seragam 16,385 99% 
14 SAMBIT 4 2,3 Seragam 5,018 99% 
15 SAMPUNG 4 2,8 Seragam 7,219 99% 
16 SAWOO 4 9,5 Seragam 32,881 99% 
17 SIMAN 5 1,8 Seragam 3,774 99% 
18 SLAHUNG 9 1,2 Random 0,942 90% 
19 SOOKO 1 1 Random  -  - 
20 JAMBON 5 1,8 Seragam 3,597 99% 
21 PUDAK  -  -  -  -  - 
Sumber : Pengolahan Data,2020. 
Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pola sebaran fasilitas pendidikan 
SMA/SMK di setiap kecamatan didominasi oleh pola sebaran acak dan seragam. 
Pola sebaran acak terdapat di kecamatan yang memiliki jumlah fasilitas 
pendidikan banyak dan antara satu sekolah dengan sekolah lain jaraknya tidak 
teratur. Sedangkan pola sebaran seragam berada di hampir semua kecamatan yang 
ada di Kabupaten Ponorogo. Hasil ini juga diperkuat dengan tingkat kepercayaan 
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dari ArcGIS Resource yang tinggi yaitu 99%. Sehingga menunjukkan bahwa pola 
sebaran acak dan seragam dapat diterima. 






 < -1,65 atau >1,65 <0,10 90% 
< -1,96 atau >1,96 <0,05 95% 
< -2,58 atau >2,58 <0,01 99% 
Sumber : ArcGIS Resource Centre dalam Pitaloka & Prakoso, E, tanpa tahun. 
Analisis keterjangkauan dilakukan dengan menggunakan metode pemodelan 
SIG dengan melihat jangkauan suatu pelayanan terhadap jarak yang ditentukan 
untuk mencapai pelayanan tersebut. Acuan jarak yang digunakan berdasarkan SNI 
03-1733-2004 yaitu jarak jangkauan layanan efektif fasilitas pendidikan 
SMA/SMK adalah 3000 meter. Pemodelan SIG (Sistem Informasi Geografi) yang 
digunakan adalah buffer.  
 
Gambar 3  Peta Keterjangkauan fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten 
Ponorogo 










1 SUKOREJO 3 9 9 50% 
2 BABADAN 15 19  - 100% 
3 BADEGAN 2 9 1 90% 
4 BALONG 7 17 3 85% 
5 BUNGKAL 5 17 2 89,47% 
6 JENAGAN 10 19  - 100% 












8 KAUMAN 7 11  - 100% 
9 MLARAK 8 15 1 93,75% 
10 NGEBEL 1 4 4 50% 
11 NGRAYUN 9 9 2 81,81% 
12 PONOROGO 29 19  - 100% 
13 PULUNG 3 9 10 47,30% 
14 SAMBIT 4 16  - 100% 
15 SAMPUNG 4 3 8 27,27% 
16 SAWOO 4 12 4 75% 
17 SIMAN 5 22  - 100% 
18 SLAHUNG 9 20 2 90,90% 
19 SOOKO 1 5 1 83,30% 
20 JAMBON 5 9 3 75% 
21 PUDAK  -  -  -  - 
Sumber : Pengolahan data, 2020 
Hasil perhitungan menunjukkan besaran keterimaan pelayanan sekolah 
terhadap permukiman di setiap desa/kelurahan yang ada di setiap kecamatan. 
Berdasarkan hasil analisis buffer menunjukkan bahwa jumlah sekolah SMA/SMK 
di masing-masing kecamatan di Ponorogo sebagian besar sudah mampu 
mencakup seluruh desa/kelurahan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa 
desa/kelurahan yang berada di dalam radius jangkauan 3.000 meter adalah daerah 
yang sudah terlayani oleh fasilitas pendidikan SMA/SMK di Ponorogo. 
Kecamatan yang mampu melayani seluruh desa/kelurahannya antara lain 
Kecamatan Siman, Babadan, Jenangan, Jetis, Kauman, Ponorogo, dan Sambit. Ke 
tujuh kecamatan tersebut memiliki presentase sebanyak 100%. Sedangkan 
kecamatan yang belum mampu melayani seluruh desanya seperti Kecamatan 
Sampung, Sukorejo dll, dapat terlayani oleh kecamatan lain yang dekat dengan 
kecamatan tersebut, karena masih masuk dalam radius jangkauan 3000 meter. 
3.3 Faktor yang mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan SMA/SMK 
di Kabupaten Ponorogo. 
Penentuan faktor dilakukan dengan analisis regresi linear berganda. variabel 
yang digunakan yaitu Pola Sebaran (Y) Pola Sebaran (X1), Jumlah Penduduk Usia 
Sekolah (X2), Jumlah Angkutan Umum (X3), Kondisi Jalan (X4), Daya Tampung 
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(X5), Kebutuhan Sekolah (X6), dan Kenyamanan lingkungan sekolah (X7). Syarat 
untuk pengujian regresi linear berganda harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih 
dahulu. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data yang digunakan dapat 
digunakan untuk pengujian regresi linear berganda. Hubungan antara distribusi 
sekolah dengan ketujuh variabel bebas yang mempengaruhinya dimodelkan 
sebagai berikut: 
 Y = 0,129X1 + 0,427X2 + (-0,219)X3 + 0,100X4 + (-0,450)X5 + 0,742X6 + 
0,430X7. 
Variabel bebas yang memiliki nilai negatif yaitu variabel jumlah angkutan 
umum dan daya tampung. Artinya apabila variabel jumlah angkutan umum dan 
daya tampung naik, tidak akan berpengaruh pada pola sebaran fasilitas 
SMA/SMK. Sedangkan nilai positif terdapat pada variabel jumlah penduduk, 
jumlah penduduk usia sekolah, kondisi jalan, kebutuhan sekolah, dan kenyamanan 
lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan apabila variabel yang memiliki nilai 
positif akan mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan SMA/SMK.  
a. Uji T parsial 
Berdasarkan hasil tabel coefficients variabel bebas yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap variabel terikat adalah variabel kebutuhan dan kenyamanan 
lingkungan sekolah dengan nilai Sig 0,01 dan 0,02. Sedangkan menggunakan 
perhitungan nilai Ttabel dan Thitung, hasil yang diperoleh adalah T tabel = 
(0,05/2);[20 – 7 – 1]) = (0,025;12). Jika dilihat pada tabel distribusi nilai Ttabel 
menunjukkan nilai 2,17881. Sehingga apabila dibandingkan dengan nilai Thitung 
pada kolom Sig variabel bebas yang memiliki nilai diatas 2,17881 adalah 
kebutuhan sekolah sebanyak 2,944 dan variabel kenyamanan 2,645. 
Tabel 5 Uji T Parsial 
 
     Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2020 
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b. Uji F Simultan 
Tabel 6 Uji F Simultan 
 
  Sumber: Pengolahan data, 2020. 
Hasil uji F simultan menunjukkan nilai 0,00 atau nilai sig <0,05, hal ini 
menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh simultan pada variabel terikat. 
Uji F simultan berdasarkan nilai fhitung dan nilai ftabel, hasil perhitungan nilai fhitung 
dan nilai ftabel adalah F tabel = (7; [20-7]) = (7;13). Hasil nilai tersebut 
dibandingkan dengan pedoman distribusi nilai Tabel F0,05 menunjukkan nilai 2,83 
sedangkan berdasarkan tabel uji F simultan pada ANOVA nilai Fhitung sebesar 
5,541. Sehingga Fhitung > Ftabel yaitu 5,541 > 2,83, artinya variabel bebas pada 
penelitian ini berpengaruh secara simultan pada variabel terikat (Pola sebaran).  
c. Koefisen Determinasi 
Tabel 7  Uji Koefisien Determinasi 
 
Sumber : Pengolahan Data SPSS, 2020. 
Besar derajat korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat hasil 
penelitian adalah  87,4%. Sedangkan nilai R Square (R²) pada kolom adalah 
76,4%, artinya besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat baik parsial 
maupun simultan sebesar 76,4%. Adapun sisanya yaitu 23,6% dari variabel terikat 
Y yang tidak dapat dijelaskan secara linear oleh X yang mungkin melalui 
hubungan X nonlinear atau dari variabel bebas lain yang tidak ikut dalam 
penelitian. 
d. Sumbangan Efektif (SE) 
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X1 0,129 0,560 7,22% 
X2 0,427 0,685 29,25% 
X3 (-0,219) 0,174 -3,81% 
X4 0,100 0,162 1,62% 
X5 (-0,450) 0,541 -24,34% 
X6 0,742 0,674 50% 
X7 0,430 0,382 16,43% 
Sumber : Pengolahan Data SPSS,2020. 
Berdasarkan hasil perhitungan persentase sumbangan efektif terbesar 
terhadap pola sebaran sekolah adalah faktor kebutuhan sekolah sebanyak 50%.  
4 PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Ketersediaan fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo 
diketahui dari 21 Kecamatan, terdapat 20 kecamatan yang memiliki fasilitas 
pendidikan SMA/SMK dan satu kecamatan yang tidak memiliki fasilitas 
pendidikan SMA/SMK yaitu Kecamatan Pudak. Berdasarkan daya 
layannya, terdapat 9 Kecamatan yang telah mampu memenuhi kebutuhan 
fasilitas pendidikan sesuai dengan standar.  
2. Pola sebaran fasilitas pendidikan SMA/SMK menunjukkan dua pola yaitu 
acak dan seragam. Pola sebaran seragam terdapat di 12 kecamatan dan pola 
sebaran acak terdapat di 8 kecamatan. Analisis keterjangkauan fasilitas 
pelayanan pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Ponorogo menunjukkan 
hampir secara keseluruhan setiap kecamatan telah mampu menjangkau 
desa/kelurahan. Kecamatan yang telah melayani seluruh desa/kelurahannya 
antara lain Kecamatan Siman, Babadan, Jenangan, Jetis, Kauman, 
Ponorogo, dan Sambit. 
3. Besar pengaruh dari ke-7 variabel bebas (Jumlah penduduk per kecamatan, 
jumlah usia SMA/SMK setiap kecamatan, kondisi jalan, jumlah angkutan 
umum, kenyamanan, kebutuhan sekolah, dan daya tampung) terhadap 
distribusi fasilitas pendidikan SMA/SMK sebesar 76,4%. Variabel bebas 
yang berpengaruh secara adalah kebutuhan sekolah dan kenyamanan 
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lingkungan sekolah dengan nilai Sig 0,01 dan 0,02 dan sumbangan efektif 
sebesar 50% dan 16,43%.  
4.1 Saran 
Secara umum yang dapat diberikan adalah bagaimana hasil penelitian ini 
dapat digunakan sebagai salah satu arahan dalam distribusi fasilitas pendidikan 
dan pemenuhan fasilitas pendidikan terhadap masyarakatnya yang merata dan 
dapat diakses dengan mudah. Sehingga proses belajar mengajar dapat terlaksana 
dengan baik, optimal dan merata dengan: 
1. Perlu adanya penambahan fasilitas pendidikan SMA/SMK di Kecamatan 
yang belum terdapat fasilitas pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya. Terutama di kecamatan terluar yang jauh dari pusat kota. 
Serta penambahan rombongan belajar bagi kecamatan yang belum 
memenuhi kebutuhan dan menertibkan adanya sistem zonasi agar sekolah 
yang ada di pinggiran kota juga dapat berkembang.  
2. Memperhatikan fasilitas pendidikan yang ada di pinggiran kota, agar 
memiliki kualitas pendidikan yang sama. Karena terdapat beberapa 
SMA/SMK di pinggiran yang tidak mendapatkan murid karena masih 
adanya persepsi masyarakat dengan sekolah favorit dan tidak favorit.  
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